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Abstrak 

 

Ilmu hukum, yang dapat digambarkan sebagai disiplin fundamental dan esensial 

dalam konteks yurisprudensi yang lebih luas, berfungsi sebagai komponen kritis 

dan berpengaruh yang secara signifikan berkontribusi pada penilaian dan 

peningkatan efektivitas keseluruhan dan integritas kerangka hukum suatu negara 

dan pengaturan kelembagaan. Penelitian ini dengan cermat meneliti kerangka 

teoritis, prinsip-prinsip dasar, dan operasionalisasi ilmu hukum dalam kerangka 

sistem hukum Indonesia. Dari sudut pandang teori hukum, disiplin hukum 

melibatkan proses sistematis pengembangan, implementasi, dan penilaian 

ketentuan hukum dengan tujuan membangun infrastruktur hukum yang manjur 

dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Prinsip utama, termasuk kejernihan 

standar, ketidakberpihakan, keseimbangan antara kepentingan individu dan 

masyarakat, selain kemanjuran dan efisiensi kerangka hukum, merupakan subjek 

utama yang diperiksa dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi 

kualitatif yang mengintegrasikan analisis normatif dan sosiologis, memanfaatkan 

data yang berasal dari tinjauan literatur, teks hukum, dan wawancara yang 

dilakukan dengan otoritas dalam domain undang-undang. Bukti empiris yang 

diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa, meskipun Indonesia memiliki 

kerangka legislatif yang kuat seperti yang digambarkan oleh Undang-Undang 

No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Legislatif, proses legislatif 

sering menghadapi berbagai kendala. Tantangan tersebut meliputi lemahnya 

partisipasi publik dalam proses legislasi, pengaruh politik yang dominan dalam 
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penyusunan undang-undang, serta kurangnya harmonisasi antara norma hukum 

dan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Jurnal ini merekomendasikan 

penguatan reformasi dalam sistem legislasi, termasuk peningkatan keterlibatan 

masyarakat dalam proses penyusunan peraturan, peningkatan kapasitas lembaga 

legislasi, dan peninjauan berkala terhadap peraturan yang ada untuk memastikan 

relevansinya. Dengan memperbaiki kualitas perundang-undangan, diharapkan 

hukum di Indonesia dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam 

menciptakan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan memenuhi kebutuhan 

masyarakat secara berkelanjutan. Studi ini telah memberikan kemajuan penting 

dalam evolusi ilmu hukum, terutama dalam upaya membangun kerangka hukum 

yang responsif terhadap tantangan kontemporer. 

Kata Kunci: Ilmu Perundang-undangan, Sistem Hukum, Partisipasi 

Publik, Kepastian Hukum, Prinsip Hukum 

 

Abstract 

Legal science, which can be described as a fundamental and essential discipline 

within the broader context of jurisprudence, serves as a critical and influential 

component that significantly contributes to the assessment and improvement of 

the overall effectiveness and integrity of a country's legal framework and 

institutional arrangements. This research carefully examines the theoretical 

framework, basic principles, and operationalization of legal science within the 

framework of the Indonesian legal system. From a legal theory perspective, legal 

discipline involves a systematic process of developing, implementing and 

assessing legal provisions with the aim of building a legal infrastructure that is 

efficacious and attuned to the needs of society. Key principles, including clarity 

of standards, impartiality, balance between individual and societal interests, in 

addition to the efficacy and efficiency of the legal framework, are the main 

subjects examined in the research.This research employs a qualitative 

methodology that integrates normative and sociological analysis, utilizing data 

derived from literature reviews, legal texts, and interviews conducted with 

authorities in the domain of legislation. Empirical evidence obtained from the 

research shows that, although Indonesia has a strong legislative framework as 

depicted by Law No. 12/2011 on the Formation of Legislative Regulations, the 

legislative process often faces various obstacles. Such challenges include weak 

public participation in the legislative process, dominant political influence in 

lawmaking, as well as a lack of harmonization between legal norms and the 

needs of a dynamic society.The journal recommends strengthening reforms in the 

legislative system, including increased public involvement in the drafting 

process, improving the capacity of legislative institutions, and periodic review of 

existing regulations to ensure their relevance. By improving the quality of 

legislation, it is hoped that the law in Indonesia can become a more effective 

instrument in creating justice, providing legal certainty, and meeting the needs 

of society in a sustainable manner. This study has provided important advances 

in the evolution of legal science, especially in the effort to build a legal 

framework that is responsive to contemporary challenges.  
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Certainty, and Legal Principles 

 

1. Pendahuluan  

Ilmu perundang-undangan adalah salah satu cabang dari ilmu hukum yang 

memegang peranan penting dalam membangun kerangka hukum yang adil, jelas, 

dan bermanfaat bagi masyarakat. Secara umum, ilmu perundang-undangan 

membahas bagaimana hukum sebagai norma yang mengatur kehidupan 

bermasyarakat dirancang, ditetapkan, dan diterapkan secara efektif. Dalam 

konteks negara hukum seperti Indonesia, prinsip supremasi hukum mewujudkan 

manifestasi nyata dari niat negara dalam membangun kerangka sosial yang 

terstruktur dan menjamin perlindungan hak-hak esensial individu. Sebagaimana 

diartikulasikan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, Indonesia diakui sebagai 

bangsa yang diatur oleh supremasi hukum, yang menetapkan prinsip-prinsip 

hukum sebagai dasar-dasar penataan negara [1]. 

Prosedur yang mengatur pembuatan undang-undang hukum di Indonesia 

diartikulasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Legislatif, yang kemudian direvisi dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019. Prosedur ini mencakup serangkaian fase yang 

dimaksudkan untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan sesuai dengan 

prinsip-prinsip dasar perumusan legislatif yang efektif, seperti kejelasan tujuan, 

keterbukaan, dan keberpihakan pada kepentingan umum [2]. Namun, dalam 

praktiknya, proses legislasi sering menghadapi tantangan, termasuk minimnya 

partisipasi publik, dominasi kepentingan politik, dan lemahnya harmonisasi 

antarperaturan. 

Tantangan yang disebutkan di atas secara progresif berkembang dalam 

kompleksitas, dipengaruhi oleh transformasi cepat dalam dimensi sosial, ekonomi, 

dan politik. Sebagai contoh, dalam era globalisasi dan digitalisasi, kebutuhan 

hukum masyarakat terus berkembang, sehingga peraturan perundang-undangan 

sering kali dianggap kurang responsif terhadap dinamika tersebut [3]. Selain itu, 

intervensi politik dalam proses legislatif sering menghasilkan perumusan 
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peraturan yang cenderung mendukung kepentingan faksi-faksi tertentu daripada 

kepentingan masyarakat umum [4]. 

Pendekatan normatif dalam pembentukan perundang-undangan perlu 

disandingkan dengan pendekatan sosiologis untuk memahami bagaimana hukum 

diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Hal tersebut memiliki signifikansi 

penting karena hukum tidak semata-mata berperan sebagai instrumen 

pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan 

kesejahteraan [5]. Dengan demikian, studi ini bertujuan untuk menyelidiki 

konsep, prinsip, dan penerapan ilmu perundang-undangan dalam sistem hukum 

Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas legislasi 

di masa depan. Sementara itu, dari sisi politik, dominasi kepentingan kelompok 

tertentu sering kali memengaruhi proses legislasi, sehingga menghasilkan undang-

undang yang kurang berpihak pada kepentingan publik[6]. 

Selain itu, salah satu tantangan utama dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan di Indonesia adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam 

proses legislasi. Meskipun asas keterbukaan menjadi salah satu prinsip utama 

dalam pembentukan peraturan, pada praktiknya, keterlibatan masyarakat sering 

kali bersifat formalitas semata. Akibatnya, banyak peraturan yang kurang 

mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat[7]. Tantangan yang disebutkan 

di atas semakin menjadi lebih rumit karena kemajuan globalisasi, digitalisasi, dan 

perubahan sosial yang terjadi secara cepat, yang menuntut hukum untuk lebih 

adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman[8]. 

Dalam kerangka ilmu hukum, ilmu perundang-undangan tidak hanya 

mempelajari aspek normatif dari hukum, tetapi juga bagaimana hukum tersebut 

diterima, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam masyarakat. Pendekatan 

sosiologis menjadi penting untuk memahami efektivitas hukum, karena hukum 

yang baik tidak hanya harus logis dan sistematis, tetapi juga dapat diterapkan 

secara praktis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat[9]. 

Melalui kajian ini, penulis berupaya untuk mengeksplorasi konsep-konsep 

dasar, prinsip-prinsip utama, dan tantangan dalam implementasi ilmu perundang-

undangan di Indonesia. Kajian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi untuk 



Journal homepage: https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh   GAGASAN HUKUM Vol. 6 No. 02 Desember 2024 
doi artikel: 10.31849/jgh.v6i01.24489 

 
 

Analisis Ilmu Perundang-Undangan : Konsep, Prinsip, dan Implementasi dalam Sistem Hukum 

Indonesia 

Yulisman, Silm Oktapani 

158 

meningkatkan kualitas legislasi agar mampu menciptakan hukum yang lebih adil, 

pasti, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan penelitian 

ini akan membantu perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam ilmu 

perundang-undangan. 

2. LANDASAN TEORI 

Dalam pembahasan ilmu perundang-undangan, landasan teori berfungsi 

sebagai dasar ilmiah untuk memahami prinsip-prinsip pembentukan, penerapan, 

dan evaluasi hukum. Teori ini tidak hanya mencakup aspek normatif, tetapi juga 

perspektif sosiologis, filosofis, dan politis yang memengaruhi proses legislasi di 

suatu negara. 

1. Konsep Dasar Ilmu Perundang-Undangan 

Ilmu perundang-undangan (legisprudence) adalah cabang ilmu hukum yang 

fokus pada pembentukan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada 

asas-asas dan metode tertentu[10]. Hans Kelsen dalam Teori Hukum Murni (Pure 

Theory of Law) berpendapat bahwa hukum seharusnya dipahami sebagai suatu 

sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan terorganisir. Setiap norma hukum 

memperoleh validitasnya dari norma di atasnya hingga mencapai norma dasar 

atau grundnorm[10]. Dalam kerangka hukum Indonesia, susunan hierarkis 

instrumen legislatif digambarkan dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, yang 

menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma dasar terpenting[11]. 

Teori legislasi juga menekankan pentingnya kejelasan norma (legal clarity) dalam 

setiap produk hukum. Kejelasan norma ini mencakup elemen bahasa, logika 

hukum, dan kemudahan penerapan agar masyarakat dapat memahami dan 

menerapkannya[12].  

2. Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi prinsip-prinsip 

dasar yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 

Prinsip-prinsip tersebut meliputi gagasan Kejelasan Tujuan: Setiap peraturan 

harus memiliki tujuan yang jelas, terukur, dan spesifik. Kesesuaian antara 

klasifikasi dan substansi biaya: Peraturan harus disusun sesuai dengan struktur 
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dan kategori hierarkisnya untuk menghindari redundansi, Keterbukaan: Proses 

legislasi harus melibatkan masyarakat untuk memastikan peraturan mencerminkan 

aspirasi publik dan Efisiensi dan efektivitas: Peraturan harus dibuat dengan 

memperhatikan sumber daya yang tersedia dan dampaknya terhadap masyarakat 

3. Perspektif Sosiologis dalam Ilmu Perundang-Undangan 

Pendekatan sosiologis dalam ilmu perundang-undangan memandang hukum 

sebagai bagian dari struktur sosial yang harus beradaptasi dengan perubahan 

masyarakat. Menurut Emile Durkheim, hukum mencerminkan solidaritas sosial 

yang berkembang dalam suatu masyarakat, baik dalam bentuk hukum represif di 

masyarakat tradisional maupun hukum restitutif di masyarakat modern[13]. 

Pendekatan ini juga mengutamakan pentingnya pengakuan sosial dalam 

proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Hukum yang tidak sesuai 

dengan nilai-nilai sosial cenderung diabaikan atau ditolak oleh masyarakat[14].  

4. Tantangan dan Dinamika dalam Legislasi 

Dalam praktiknya, pembentukan peraturan perundang-undangan menghadapi 

berbagai tantangan, seperti dominasi politik dan minimnya harmonisasi 

antarperaturan. Menurut Zainal Arifin Mochtar, proses legislasi sering kali 

dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, yang mengakibatkan produk hukum 

lebih berpihak pada kelompok tertentu daripada kepentingan umum[15]. Selain 

itu, lemahnya koordinasi antarlembaga pembentuk hukum sering kali 

menghasilkan peraturan yang saling bertentangan, sehingga menimbulkan 

kebingungan dalam penerapannya[16]. 

5. Relevansi Landasan Teori terhadap Penelitian 

Landasan teori ini menjadi penting untuk memahami bagaimana ilmu 

perundang-undangan dapat diterapkan secara optimal dalam sistem hukum 

Indonesia. Dengan mengintegrasikan perspektif normatif dan sosiologis, 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi untuk memperbaiki 

kualitas legislasi, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan memastikan bahwa 

hukum yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan 

berkelanjutan. 
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2.  Metodologi Penelitian 

Metodologi riset berperan sebagai kerangka kerja terstruktur yang 

diterapkan untuk mencapai tujuan dari kajian tersebut. Penelitian ini 

menggunakan kerangka metodologis kualitatif dan menggunakan strategi 

deskriptif analitis. Berikut adalah rincian metodologi yang diterapkan. Metode 

penelitian ini bersifat normatif yuridis, yang menekankan pada pemeriksaan 

sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Konsep hukum yang rumit dan 

beragam, yang mencakup tidak hanya aspek dasar tetapi juga prinsip-prinsip yang 

mendasari dan implementasi praktis hukum dalam berbagai konteks, diperiksa 

dan diteliti dengan cermat melalui pendekatan normatif yang berupaya 

menetapkan standar dan tolok ukur untuk analisis dan interpretasi hukum. Selain 

itu, analisis sosiologis juga digunakan untuk mengetahui seberapa efektif 

peraturan perundang-undangan dalam masyarakat. Pendekatan ini penting untuk 

mengevaluasi sejauh mana hukum diterima, dipatuhi, dan mampu mengatasi 

permasalahan sosial. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum 

kualitatif. Penelitian ini berupaya memberikan deskripsi dan analisis yang 

mendalam terkait konsep ilmu perundang-undangan, penerapannya di Indonesia, 

serta tantangan yang dihadapi dalam praktik legislasi[17]. 

 3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Pembahasan ini secara signifikan akan meningkatkan dan menguraikan 

konsep-konsep dasar dan prinsip-prinsip dasar yang mendukung pembentukan 

peraturan perundang-undangan, sementara secara bersamaan mengatasi berbagai 

tantangan dan hambatan yang sering ditemui sepanjang proses legislatif yang 

kompleks, serta evaluasi implementasi peraturan perundang-undangan di 

Indonesia. Fokus pembahasan akan memperlihatkan bagaimana ilmu perundang-

undangan mengintegrasikan norma hukum, aspek sosial, politik, dan ekonomi 

dalam membentuk regulasi yang berkualitas serta responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat. 

1. Konsep Dasar Ilmu Perundang-Undangan 
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Ilmu perundang-undangan adalah cabang dari ilmu hukum yang khusus 

membahas tentang pembentukan, perancangan, pengaturan, dan penerapan 

peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum suatu negara. Ilmu ini tidak 

hanya mencakup aspek legalitas, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum dapat 

beradaptasi dengan dinamika kehidupan sosial yang terus berubah. Perundang-

undangan atau legislasi dapat didefinisikan sebagai produk hukum yang 

ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan memiliki sifat mengikat untuk 

mengatur perilaku masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam kerangka 

Indonesia, perumusan langkah-langkah legislatif meliputi proses rumit yang 

tertanam dalam Statuta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 

1945), yang berfungsi sebagai acuan utama untuk semua ketentuan hukum yang 

saat ini berlaku di Indonesia[18]. 

Sangat penting untuk memahami bahwa penetapan ketentuan hukum 

bukan hanya merupakan produk hukum yang lahir melalui proses legislasi yang 

ditetapkan oleh lembaga legislatif (DPR dan Presiden), tetapi juga proses yang 

memerlukan pertimbangan mendalam dari berbagai aspek kehidupan bernegara. 

Hal ini termasuk kebutuhan akan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, serta 

integrasi norma sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Menurut 

teori Kelsen, hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur perilaku manusia, 

tetapi juga berperan sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban dan keadilan 

dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, perundang-undangan adalah alat yang 

penting untuk memastikan bahwa norma-norma yang lebih tinggi, seperti 

konstitusi, dapat terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari[19]. 

2. Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus berlandaskan pada 

prinsip-prinsip yang mendasari keberlakuan hukum tersebut. Berikut ini adalah 

beberapa prinsip penting yang mendukung pembentukan kerangka hukum: 

a) Kejelasan Tujuan 

Setiap peraturan yang dibuat harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. 

Tanpa kejelasan tujuan, peraturan tersebut akan sulit untuk diterapkan dan 

akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Tujuan yang jelas juga akan 
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memudahkan dalam evaluasi efektivitasnya, serta memberikan panduan yang 

pasti bagi masyarakat dan aparat hukum. Kejelasan tujuan ini juga penting 

dalam konteks perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus 

berkembang. 

b) Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan 

Prinsip ini menegaskan bahwa jenis peraturan harus sesuai dengan materi yang 

diatur. Misalnya, materi yang mengatur hak asasi manusia seharusnya diatur 

dalam undang-undang yang lebih tinggi, sedangkan materi yang lebih teknis 

dan administratif dapat diatur dalam peraturan pemerintah atau peraturan 

daerah. Pembagian jenis peraturan ini penting untuk menghindari tumpang 

tindih yang dapat menimbulkan kebingungannya masyarakat dalam 

memahami kewajiban hukum. 

c) Keterbukaan dan Partisipasi Publik 

Salah satu prinsip utama dalam pembuatan peraturan adalah keterbukaan 

dalam proses legislasi. Prosedur perumusan peraturan harus mengalokasikan 

banyak kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam 

menawarkan kontribusi mereka. Keikutsertaan masyarakat dalam 

pembentukan peraturan bukan hanya sebatas pada forum formal, tetapi juga 

dalam proses konsultasi publik yang memungkinkan adanya dialog antara 

pembuat kebijakan dan masyarakat. 

Menurut Kelsen, keberhasilan pembentukan hukum tidak hanya 

bergantung pada keabsahan formal dari peraturan tersebut, tetapi juga pada 

tingkat penerimaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Partisipasi aktif 

masyarakat dalam pembuatan peraturan dapat meningkatkan legitimasi hukum 

dan memastikan bahwa peraturan yang dibentuk mencerminkan nilai-nilai yang 

diterima oleh masyarakat luas[20]. 

d) Kepastian Hukum 

Kepastian hukum adalah prinsip dasar dalam setiap peraturan yang dibuat. 

Setiap peraturan harus dapat memberikan kejelasan mengenai hak dan 

kewajiban bagi individu, serta batasan yang jelas mengenai tindakannya. 

Kepastian hukum juga berkaitan erat dengan kemudahan akses terhadap 
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peraturan yang berlaku, serta pengawasan yang efektif dalam 

pelaksanaannya. 

e) Efisiensi dan Efektivitas 

Efisiensi dan efektivitas adalah dua hal yang harus diperhatikan dalam setiap 

peraturan. Efisiensi berhubungan dengan bagaimana peraturan tersebut dapat 

dihasilkan dengan penggunaan sumber daya yang minimal, sementara 

efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam 

peraturan tersebut. Evaluasi terus-menerus terhadap peraturan yang ada akan 

membantu menilai apakah peraturan tersebut telah memenuhi standar 

efisiensi dan efektivitas yang diharapkan. 

3. Tantangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

Proses pembentukan kerangka hukum di Indonesia menghadapi berbagai 

tantangan yang berhubungan dengan aspek teknis, politis, serta sosial. Tantangan-

tantangan ini tidak hanya mempengaruhi kualitas peraturan yang dihasilkan, tetapi 

juga dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. 

1) Dominasi Kepentingan Politik 

Salah satu tantangan terbesar dalam pembentukan peraturan adalah adanya 

dominasi kepentingan politik yang mengarah pada pengesahan undang-

undang yang lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu. Kepentingan 

politik ini seringkali mengaburkan tujuan utama peraturan itu sendiri, yang 

seharusnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas. Keberpihakan 

politik dalam pembuatan peraturan dapat mengarah pada ketidakadilan dan 

ketidakseimbangan dalam penegakan hukum. 

Menurut Philip Selznick, dalam sistem hukum yang demokratis, peraturan 

harus mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan bukan hanya kepentingan politis 

kelompok tertentu. Oleh karena itu, proses pembentukan peraturan yang 

transparan dan terbuka bagi publik sangat penting untuk menghindari dominasi 

kepentingan politik dalam legislasi[21]. 

2) Minimnya Partisipasi Publik 

Proses legislasi di Indonesia masih sering terhambat oleh minimnya partisipasi 

publik dalam pembuatan peraturan. Walaupun terdapat ruang untuk 
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konsultasi publik, keterlibatan masyarakat seringkali terbatas pada tahap 

awal atau hanya dalam bentuk formalitas belaka. Hal ini menyebabkan 

jarangnya peraturan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata 

masyarakat[22]. 

Menurut Emile Durkheim, hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas 

sosial masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk 

mempertimbangkan masukan dari masyarakat yang lebih luas dalam setiap tahap 

pembuatan peraturan[23]. 

3) Tumpang Tindih Antara Peraturan 

Banyak kerangka peraturan telah diundangkan, mencakup yurisdiksi pusat dan 

regional, seringkali menyebabkan tumpang tindih yang membingungkan 

masyarakat. Peraturan yang saling bertentangan, baik dari segi materi 

maupun implementasinya, menimbulkan ketidakpastian hukum. Tumpang 

tindih ini juga mempersulit pelaksanaan hukum di lapangan dan 

memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. 

Sistem perundang-undangan yang lebih terkoordinasi dan sistematis sangat 

diperlukan untuk menghindari tumpang tindih yang merugikan masyarakat. 

Proses harmonisasi antara peraturan di tingkat pusat dan daerah harus menjadi 

perhatian utama dalam pembentukan peraturan yang lebih baik[23]. 

4. Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 

Implementasi peraturan perundang-undangan adalah tahap yang 

menentukan apakah peraturan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi 

masyarakat. Tanpa implementasi yang baik, bahkan peraturan yang baik sekalipun 

akan gagal memberikan dampak yang diinginkan. 

a. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah 

Keberhasilan implementasi peraturan perundang-undangan tidak hanya 

bergantung pada satu lembaga atau institusi, melainkan memerlukan 

koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga negara yang memiliki 

kewenangan dalam pelaksanaannya.  

b. Pengawasan yang Efektif 
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Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait harus efektif untuk 

memastikan bahwa peraturan perundang-undangan diterapkan dengan benar. 

Pengawasan ini harus dilakukan secara terus-menerus untuk menilai sejauh mana 

peraturan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi 

terhadap efektivitas peraturan menjadi penting untuk mengetahui apakah 

peraturan tersebut perlu diperbaiki atau disesuaikan dengan perkembangan yang 

ada. 

c. Peran Masyarakat dalam Pengawasan 

Masyarakat memegang peranan penting dalam proses pengawasan peraturan 

perundang-undangan, karena keberhasilan implementasi suatu peraturan tidak 

hanya tergantung pada lembaga pemerintah atau aparat hukum, tetapi juga pada 

partisipasi aktif dari warga negara itu sendiri. Pengawasan masyarakat terhadap 

peraturan perundang-undangan dapat dilihat dalam beberapa aspek:[24] 

o Pengawasan Sosial (Social Control) 

o Partisipasi dalam Evaluasi dan Monitoring Implementasi Hukum 

o Pengawasan melalui Organisasi Masyarakat Sipil 

o Pengawasan melalui Hak Akses Informasi Publik 

o Pengawasan melalui Pemilu dan Pemilihan Umum 

o Pengawasan dengan Melaporkan Pelanggaran 

o Pengawasan Melalui Teknologi dan Media Sosial 

o Pengawasan melalui Gugatan Uji Materi (Judicial Review) 

 

 4. Kesimpulan  

Penerapan peraturan perundang-undangan yang efektif dan adil memerlukan 

partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh 

masyarakat dapat meningkatkan kualitas hukum dan mengurangi potensi 

penyalahgunaan kekuasaan dalam pembuatan serta penerapan peraturan. Oleh 

karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam 

menciptakan sistem hukum yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, 

tetapi juga sebagai alat yang menciptakan keadilan sosial bagi seluruh lapisan 

masyarakat. 
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Dalam konteks pembentukan dan pelaksanaan peraturan, dapat disimpulkan 

bahwa peraturan memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban dan 

mewujudkan keadilan sosial. Proses pembentukan peraturan harus melalui 

mekanisme yang transparan dan partisipatif, di mana masyarakat turut serta dalam 

memberikan masukan dan kritik terhadap peraturan yang dihasilkan. Melalui 

pengawasan yang efektif, baik oleh lembaga-lembaga pemerintah, masyarakat 

sipil, maupun individu, implementasi peraturan dapat berjalan lebih efektif dan 

sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan terhadap 

peraturan perundang-undangan. Peran ini melibatkan berbagai bentuk partisipasi, 

mulai dari pengawasan sosial, partisipasi dalam evaluasi dan monitoring, 

pengawasan melalui organisasi masyarakat sipil, hingga penggunaan hak akses 

informasi publik. Selain itu, pengawasan dapat dilakukan melalui mekanisme 

hukum seperti uji materi di Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya pengawasan 

yang aktif dan berkelanjutan, maka kualitas dan efektivitas peraturan perundang-

undangan akan lebih terjamin. Peran serta masyarakat dalam pengawasan 

peraturan tidak hanya terbatas pada tahap pembentukan peraturan, tetapi juga 

mencakup tahap implementasi dan evaluasi. Dalam hal ini, masyarakat berfungsi 

sebagai agen kontrol sosial yang dapat menjaga agar peraturan yang diterapkan 

tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan nilai-nilai 

demokrasi yang ada. 
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